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* Sabar...

Imsak : 04:44 WIB
Subuh  : 04:54 WIB
Zuhur : 12:28 WIB

 Untuk kota Medan sekitarnya

22  DZULHIJJAH 1446 H22  DZULHIJJAH 1446 H

Jadwal

Salat
Ashar     : 15:55 WIB
Maghrib : 18:38 WIB
Isya : 19:54 WIB
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Oleh Dr. A. Rasyid, MA
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Pakistan Bakal 'Turun Tangan' Pakistan Bakal 'Turun Tangan' 
Serang Israel Pakai NuklirSerang Israel Pakai Nuklir

Integritas Tak Bisa Dibeli Integritas Tak Bisa Dibeli 

Salat

Pesawat Saudi Arabian 
Airlines Diancam Bom 

Pengacara Tom Lembong 
Walk Out 

Mendarat Darurat di Bandara Kualanamu  Gegara Jaksa Bacakan Keterangan Saksi di Sidang 

Empat Pulau, Satu Skandal:
 Rebutan Wilayah atau 
Rebutan Kekuasaan?

Muzakkir Manaf: Bendera Aceh 
Sebentar Lagi Boleh Berkibar

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah 
sudah memutuskan sengketa 4 

pulau yang diperebutkan Pemprov 
Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. 
Presiden Prabowo Subianto memu-
tuskan 4 pulau itu sah milik Pem-

prov Aceh.

GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf menyebut ben-
dera bulan bintang atau bendera Aceh tidak lama lagi 
akan diizinkan berkibar dengan bebas tanpa polemik.

Sebelumnya pengibaran bendera dengan warna 
merah-hitam itu sempat menjadi polemik di tingkat 

pusat.
Ia menyatakan bendera Aceh yang 

masuk dalam sebagai satu butir nota 
kesepahaman (MoU) Helsinki yang 
ditandatangani 15 Agustus 2005

Pakistan, MIMBAR - Pakistan akan melancarkan 
serangan dengan senjata nuklir ke Israel, apabila Tel 
Aviv menyerang Iran dengan senjata nuklir.

Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Korps 
Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sekaligus anggota 
Dewan Keamanan Nasional Iran, Jenderal Mohsen 
Rezaei, dalam sebuah wawancara di televisi Iran.

"Pakistan telah meyakinkan kami bahwa jika Israel 
menggunakan bom nuklir terhadap Iran, mereka akan 
menyerang Israel dengan bom nuklir," kata Rezaei, 
seperti dikutip NDTV.

Pakistan termasuk di antara sembilan negara di du-
nia yang memiliki senjata nuklir. Pada Sabtu (14/6), 
Pakistan menyatakan pihaknya mendukung Iran dan 
menyerukan negara-negara Muslim bersatu melawan 
Israel.

"Kami mendukung Iran dan akan mendukung 
mereka di setiap forum internasional untuk melind-
ungi kepentingan Teheran," kata Menteri Pertahanan 
Pakistan Khawaja Asif di majelis nasional, seperti 
dikutip Anadolu Agency.

Jakarta, MIMBAR - Pengacara mantan 
Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Tri-
kasih Lembong alias Tom Lembong walk out 
dari ruang sidang kasus dugaan korupsi impor-
tasi gula. Pengacara Tom walk out karena jaksa 
penuntut umum (JPU) membacakan keterangan 
saksi yang berhalangan hadir di persidangan.

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor-
tasi gula dengan terdakwa Tom Lem

Medan, MIMBAR – Pesawat Saudi Arabian 
Airlines, mendapat ancaman teror bom Selasa 
(17/6/2025) sekitar pukul 10.44 WIB hingga harus 
mendarat darurat di Bandara Kualanamu Interna-
sional Airport.

Informasi dihimpun menyebutkan, Selasa 
(17/6/2025) pagi diperoleh informasi adanya anca-
man bom dikirim melalui email bandara CGK di

Hal itu disampaikan dalam 
konferensi pers Men-
sesneg Prasetyo Hadi di 

kantor Presiden, Istana Kepreside-
nan, Jakarta, Selasa (17/6).

Turut hadir Wakil Ketua DPR 
Sufmi Dasco Ahmad, Mend-
agri Tito Karnavian, Gubernur 
Sumut Bobby Nasution dan 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf 
atau Mualem.

Prasetyo mengatakan 
pihaknya sudah menggelar rapat 
terbatas pada Selasa (17/6), 
membahas sengketa polemik 4 

pulau yakni Pulau Panjang, 
Pulau Lipan, Pulau Man-

gkir Gadang, dan Pulau 
Mangkir Ketek.

“Rapat terbatas 
dalam rangka

Sengketa empat pulau antara 
Provinsi Aceh dan Sumatera 
Utara kembali menguatkan satu 
kesimpulan getir. Negara ini 
belum selesai dalam urusan batas 
wilayahnya sendiri. Empat pulau

Oleh : Ngatirin

KETIKA pemerintah mengusulkan kenaikan gaji 
hakim hingga 280 persen, publik tentu bertanya-tanya: 
benarkah ini akan menjadi solusi jitu memberantas 
korupsi di lembaga peradilan?

Dalam wacana yang terdengar manis ini, kita 
tergoda percaya bahwa uang bisa membeli integritas. 
Bahwa dengan penghasilan yang “layak,” hakim tak 
akan lagi tergiur suap. Namun, sejarah dan pengala-
man—baik dari dalam maupun luar negeri—berulang 

Uang Bukan Obat 
Korupsi di Peradilan 

Oleh: Farid Wajdi, Founder Ethics of Care/Anggota 
Komisi Yudisial 2015-2020
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Pemerintah pusat akhirnya mengumumkan keputu-
san yang menegaskan status empat pulau sengketa di 
perbatasan Sumatera Utara dan Aceh sebagai bagian dari 
wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini seketika memicu 
reaksi beragam. Sebagian pihak menyambutnya sebagai 
wujud keadilan historis bagi Aceh, 
sementara sebagian lainnya, khu-
susnya di Sumatera Utara, merasa 
dikhianati dan menilai keputusan 
itu sebagai bentuk pengabaian 
terhadap realitas sosial-geografis.

Empat pulau tersebut — Pu-
lau Lipan, Pulau Panjang, Pulau 
Sikandang, dan Pulau Tokong — 
telah lama menjadi titik persing-
gungan kepentingan administratif 
antara kedua provinsi. Persoalan 


